Sidang Kasus Suap Izin Tambang di Tanah Bumbu Kembali Digelar, Terdakwa
Hadirkan 2 Saksi Ahli
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Pengadilan Tipikor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), kembali
menggelar sidang kasus suap izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah
Bumbu, Senin,(23/5/2022). Dalam sidang kali ini, terdakwa eks Kepala Dinas ESDM
Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo menghadirkan dua saksi
ahli. Kedua saksi ahli tersebut adalah Margarito Kamis (Pakar Hukum Tata Negara) dan
Prof Mudzakir (Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia). Dalam sidang
tersebut, Margarito menyampaikan bahwa jika ada fakta yang menunjukkan keterlibatan
pihak lain selain terdakwa, maka harus segera diungkap.

Margarito meminta pengadilan mendudukkan kasus yang melibatkan nama Ketua
Umum BPP HIPMI ini secara proporsional dan objektif.

"Jika terdapat fakta menunjukan keterlibatan pihak lain selain terdakwa dalam
kasus ini maka harus segera diungkap," kata dia.

la menilai Kalau ada fakta yang menunjukan dalam kasus ini ada orang lain
terlibat harus diungkap, bebani tanggung jawab pidana kepada orang itu.

"Kalau tidak ada jangan, tapi kalau ada ya ungkap, jangan ada yang

disembunyikan,” tegas Margarito.
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Margarito menerangkan, jika dalam fakta kasus suap izin pertambangan tersebut
tergambar sosok lain sebaiknya dapat dibongkar. Terlebih, bila saat ini masih hanya satu
pihak yang tergambar dalam fakta kasus suap tersebut.

“Kalau di dalam fakta nanti itu tergambar ada a,b,c sementara yang ada sekarang
ini cuma ada a. B dan C tidak ada, kenapa tidak ada B dan C nya, itu harus dibongkar,”
katanya.

Margarito menegaskan, hukum akan berjalan proporsional dan objektif jika
memang pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus ini bertanggung jawab.

“Saya tidak menyebut nama, B dan C Itu siapa. Tapi, siapapun itu harus dibongkar
baru proporsional dan baru objektif,” ujarnya.

Sementara itu, Prof Mudzakir menambahkan, penjelasan dalam sidang mengenai
suap terkhusus soal pasal 12 huruf a dan b serta pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana
Korupsi (UU Tipikor).

“Masalah suap pasal 12 huruf a dan b dan Pasal 11 UU Tipikor. Bagaimana
membuktikan pasal suap dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat
dikualifikasikan sebagai suap,” kata dia.

Mudzakir juga memberikan penjelasan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU) dalam kasus suap izin pertambangan di kabupaten Tanah Bumbu tersebut.

“Tentang TPPU juga demikian, apakah perbuatan terdakwa kelola perusahaan
dapat dikaulifikasikan sebagai TPPU. Itu pokoknya,” kata dia.

Sebelumnya, adik mantan Direktur Utama PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN),
Alm Henry Soetio bernama Cristian Soetio dalam lanjutan sidang kasus suap izin usaha
pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel, di Pengadilan Tipikor, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Jumat,(13/5) menyebut jika Mardani H Maming menerima Rp89
miliar.

Cristian saat ini menjabat sebagai Direktur PCN mengungkapkan aliran dana
kepada Mardani H Maming sendiri diterima melalui perusahaan yang dimiliki sahamnya
oleh orang nomor satu di HIPMI tersebut yakni, PT Permata Abadi Raya (PAR) dan PT
Trans Surya Perkasa (TSP).

Sementara mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming menjelaskan di
persidangan sebagai saksi bahwa pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) telah sesuai
prosedur sebagaimana yang dilakukan terdakwa mantan Kepala Dinas ESDM Tanah
Bumbu berinisial HRD.

"Proses pembuatan IUP pendelegasian kepala dinas dibawa kepada saya berupa
draf surat keputusan (SK) dan ada surat rekomendasi bahwa ini sudah sesuai prosedur
diparaf oleh Kabag Hukum bisa Asisten atau Sekda sehingga saya tanda tangan,” kata
Mardani.
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Catatan:
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap
pemegang ljin Usaha Pertambangan (IUP) dan ljin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi.! IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan.? Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan
di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah
izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium,
eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang
diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan
operasi produksi. 3

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan
tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin
usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi
produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.*

Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.® Jaminan

Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang lIzin Usaha Pertambangan atau

! Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)
2 |bid, Pasal 1 ayat (7)

3 |bid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

4 1bid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

5 lbid, Pasal 100 Ayat 1
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Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan
Reklamasi.®

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan
usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan

dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.’

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK
Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam
pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi
wajib:®
a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan
Hidup;
b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;
d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;
e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan
permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan
peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:®

menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;

o ®

menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;

o

melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan

e

melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis
dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian
Energi dan Sumber Daya Mineral

6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI hurub B angka 13

7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1

% Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)
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Pasal 2

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan
data bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan
pihak lain.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 4
(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan

Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. kompensasi data informasi Wilayah lzin Usaha Pertambangan eksplorasi atau
Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral logam dan
batubara;

b. jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah 1zin
Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta
lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga
atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan
permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus;
jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan

c. eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal
pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak
melaksanakan kegiatan eksplorasi; dan

d. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih dari pemegang lzin Usaha
Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.

(2) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau
Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal
peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran

harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak
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mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam,
mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang lzin Usaha
Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan
kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Besaran bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang lzin Usaha
Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam, mineral bukan

logam, batuan dan batubara.

UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12 B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima
gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian
bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).
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